
 
 
 
 
 
 
 
 

WALIKOTA SEMARANG 
 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 39 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 17  
TAHUN 2021 TENTANG TARIF BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Gerakan Nasional 
Non-Tunai (GNNT) serta mengatasi kendala akibat 
langkanya uang tunai Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) 
maka manajemen BLU UPTD Trans Semarang berencana 
merubah tarif umum yang pembayarannya dilakukan 
dengan cara tunai menjadi Rp. 4.000,00 (empat ribu 
rupiah); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka Peraturan Walikota Semarang 
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Bus Rapid Transit 
Trans Semarang perlu ditinjau kembali;  

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, 
maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 
Tahun 2021 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans 
Semarang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang   Nomor   16  Tahun  1950  tentang 
Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi  Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 



4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5035); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia   Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976  
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, 
Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah 
Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang 
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 
Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004  Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4451); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6642); 

13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187); 

14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83); 

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang  
Nomor 140); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016 
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Trans Semarang Pada Dinas Perhubungan Kota 
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 
Nomor 116); 

18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang  (Berita Daerah 
Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1);  

19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2017 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan 
Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans 
Semarang  Sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah 
Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 2); 



20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang (Berita 
Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 17); 

21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2021 
tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan 
Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang  
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 45); 

22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 106 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Perhubungan Kota 
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 
Nomor 106); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 17 TAHUN 
2021 TENTANG TARIF BUS RAPID TRANSIT TRANS 
SEMARANG. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang 
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans 
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021  
Nomor 17) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 
1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Tarif BRT Trans Semarang ditetapkan sebagai berikut: 
a. tarif umum sebesar:  

1. Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah), untuk 
pembayaran secara non tunai (cashless); dan 

2. Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah), untuk 
pembayaran secara tunai; 

b. tarif khusus sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). 
(2) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf b, diperuntukkan bagi penumpang : 
a. Lanjut Usia; 
b. Veteran; 
c. Mahasiswa; 
d. Pelajar; 
e. Pengguna KIA; 
f. Anak dibawah umur lima tahun; dan 
g. Penyandang Disabilitas. 

(3) Tarif BRT Trans Semarang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untuk sekali jalan. 

(4) Tarif BRT Trans Semarang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan apabila 
melakukan perpindahan koridor tidak dipungut lagi, 
sepanjang tidak keluar dari Shelter Transit. 

 



2. Ketentuan ayat (7) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Tarif Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf a diperoleh dengan menunjukkan Kartu 
Tanda Penduduk dan/atau Kartu Lanjut Usia.  

(2) Tarif Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf b diperoleh dengan menunjukkan Kartu 
Veteran.  

(3) Tarif Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) huruf c diperoleh dengan menunjukkan Kartu 
Mahasiswa.  

(4) Tarif Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  
ayat (2) huruf d diperoleh dengan menunjukkan Kartu 
Anggota Sekolah dan/atau memakai pakaian sekolah.  

(5) Tarif Pengguna KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 ayat (2) huruf e diperoleh dengan menunjukkan KIA.  

(6) Tarif Anak dibawah umur lima tahun dan Tarif 
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) huruf f dan huruf g diperoleh dengan 
penilaian subyektif secara patut dan sewajarnya oleh 
Petugas Tiket Armada (PTA) dan Petugas Tiket Shelter 
(PTS) BRT Trans Semarang.  

(7) Tarif Mahasiswa dan/atau Tarif Pelajar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada Hari Minggu 
dan/atau Hari Libur Nasional, berlaku hanya bagi yang 
melakukan pembayaran secara non tunai (cashless).  

 
Pasal  II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

 
Ditetapkan di  Semarang 
pada tanggal 27 Juni 2022      

WALIKOTA SEMARANG, 

 

 ttd 

HENDRAR PRIHADI 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 27 Juni 2022    

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG, 

 

 ttd 

ISWAR AMINUDDIN 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 39 
 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG 

 
Drs.Satrio Imam Poetranto, M.Si 

Pembina Tingkat I 
NIP.196503111986021004 

 


